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ABSTRACT 

More than 99 percent of businessman in Indonesia are small and medium enterprises (SMEs), including by 
prospective entrepreneur from college graduates. However, the food products from SMEs have low food 
safety and nutritional quality. The aim was to determine changes in knowledge and readiness of SMEs and 
prospective entrepreneurs on improving the practice of food safety and nutritional quality in the food 
processing through collaborative nutrition education. The research was a quasi-experimental design with a 
pre-post test. The sampling method was purposive sampling with the 19 people. The collaborative 
intervention was carried out by researchers in collaboration with the Tasikmalaya City Health Department and 
the Food and Drug Supervisory Agency in Tasikmalaya City. The result of measuring knowledge before 
education (pre-test) was 5.6+1.8. After the education (post-test) the result was 7.7+1.4. Three of the 10 
questions that were significantly increased were about the types of products that must have a marketing 
permit, where the marketing permit was registered, and the types of hazards in food. The results of the 
education were followed up with a process of mentoring the subject to obtain the legal letter of marketing 
permit. 
 
Keywords: prospective entrepreneurs, food safety, nutritional quality, SMEs, collaborative nutrition 
education 
 

ABSTRAK 

Lebih dari 99 persen pelaku usaha di Indonesia berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak 
juga lulusan perguruan tinggi khususnya jurusan gizi yang mulai berwirausaha di bidang pangan dengan 
skala kecil. Akan tetapi, di pasaran masih ditemukan produk pangan dari industri kecil memiliki keamanan 
dan mutu gizi pangan yang rendah, bahkan kasus keracunan pangan didominasi dari pelaku UMKM. 
Permasalahannya adalah kurangnya pengetahuan para pengrajin dalam meningkatkan keamanan dan mutu 
gizi pangan yang dimanifestasikan berupa izin edar. Tujuan penelitian untuk mengetahui perubahan 
pengetahuan dan kesiapan pelaku UMKM dan calon wirausahawan dalam meningkatkan praktik keamanan 
dan mutu gizi pangan dalam proses produksi makanan melalui pendidikan gizi kolaboratif. Jenis penelitian 
adalah kuasi eksperimen dengan desain pre-post test. Penelitian dilakukan di Tasikmalaya pada April-Oktober 
2021. Metode sampling adalah purposive sampling dengan kriteria subjek penelitian adalah pelaku UMKM 
atau calon wirausahawan yang produk pangannya belum memiliki izin edar berupa Sertifikat Produksi Pangan 
Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Sampel sebanyak 19 orang. Intervensi kolaboratif dilakukan oleh peneliti 
bekerjasama dengan dinas kesehatan kota Tasikmalaya dan LOKA Pengawas Obat dan Makanan di Kota 
Tasikmalaya. Hasil pendidikan gizi kolaboratif menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan subjek tentang 
keamanan dan mutu gizi pangan secara signifikan. Hasil pengukuran pengetahuan sebelum dilakukan 
pendidikan (pre-test) adalah 5,6+1,8. Setelah penyuluhan (post-test) hasilnya menjadi 7,7+1,4. Tiga dari 10 
pertanyaan yang secara signifikan meningkat adalah tentang jenis produk yang harus memiliki izin edar MD, 
tempat pendaftaran izin edar MD, dan jenis bahaya dalam pangan. Hasil penyuluhan ini ditindaklanjuti dengan 
proses pendampingan kepada subjek untuk memperoleh izin edar SPP-IRT. 
 
Kata kunci: calon wirausahawan, keamanan pangan, mutu gizi, pelaku UMKM, pendidikan gizi kolaboratif 
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PENDAHULUAN 

enjadi bagian industri pangan saat ini banyak menjadi pilihan masyarakat. Untuk masyarakat dengan 
modal usaha kecil, memproduksi bahan pangan atau produk makanan dengan memanfaatkan rumah 
sendiri sebagai lokasi produksi adalah menjadi pilihan. Tidak sedikit juga lulusan perguruan tinggi yang 

mulai berwirausaha di bidang pangan dengan skala kecil. Akan tetapi, sering kali di pasaran masih ditemukan 
produk pangan dari pelaku industri kecil ini memiliki keamanan dan mutu gizi pangan yang masih rendah.  

Berdasarkan data dari BPS tahun 2019 menunjukkan bahwa lebih dari 99 persen jenis usaha pangan yang 
diusahakan masyarakat Indonesia memiliki skala usaha kecil dan rumah tangga.1 Akan tetapi, menurut BPOM RI 
(2019) sekitar 56 persen penyebab keracunan pangan secara nasional diakibatkan oleh makanan olahan rumah 
tangga.2 Kasus keracunan terbesar terjadi di Jawa Barat sebanyak 2.377 kasus.2 Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Sumarto dan Radiati (2014) menunjukkan bahwa pangan jajanan yang positif mengandung senyawa kimia 
berbahaya (Formalin, Boraks, Rhodamin-B, atau kombinasi ketiganya) sekitar 44 persen, yaitu 10 pangan jajanan 
dari total 23 yang disampling di wilayah kota Tasikmalaya.3 

Tingginya kebutuhan makanan menjadi perhatian penting pemerintah agar menjamin makanan tersebut 
aman dikonsumsi oleh seluruh konsumen. Salah satu bentuk jaminan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah 
dikeluarkannya surat izin PIRT (pangan industri rumah tangga). PIRT merupakan izin produksi bagi usaha skala 
industri rumah tangga. PIRT berbentuk sertifikat yang merupakan surat resmi yang ditetapkan oleh BPOM (Badan 
Pengawasan Obat dan Makanan).4 

Saat ini masih banyak pengrajin makanan skala rumah tangga yang belum sepenuhnya memiliki 
pengetahuan terkait keamanan pangan dalam proses produksinya dan belum memiliki surat izin PIRT dalam 
usahanya sehingga kesulitan dalam memasarkan produknya ke berbagai pasar terutama supermarket. Hal ini 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menjelaskan bahwa pangan 
olahan yang beredar di Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan pangan yang dibuktikan dengan izin 
edar.5,6 

Timbulnya penyakit akibat pangan (foodborne diseases) yang termanifestasi dalam kejadian luar biasa 
(KLB) keracunan pangan juga merupakan salah satu bentuk permasalahan yang dikhawatirkan konsumen. Untuk 
itu, pengolahan makanan yang sesuai dengan keamanan pangan dan terdapatnya label dalam kemasan 
merupakan hal yang dibutuhkan konsumen dan juga menjaga keberlangsungan pengrajin makanan khususnya 
pengrajin makanan skala rumah tangga dalam proses produksinya. Selain itu, mutu dan nilai gizi produk pangan 
dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga jarang diperhatikan. BPOM RI dalam kegiatan 
surveilansnya juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM atau industri rumah tangga pangan sebesar 74 persen 
memiliki sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan.7 

Kondisi ketidakamanan pangan jajanan di atas menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini didasarkan pada 
pemahaman bahwa keamanan pangan bagi semua konsumen bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi 
juga kepentingan para produsen pangan, konsumen, dan tuntutan pasar, serta institusi pendidikan termasuk 
Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Diperlukan upaya bersama dan secara berkolaborasi antara pemerintah 
daerah kota Tasikmalaya, Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya, para pedagang, dan konsumen untuk 
meningkatkan kualitas dan keamanan pangan jajanan yang ada di Tasikmalaya. Sehingga mampu mewujudkan 
produk olahan sebagai keunggulan lokal dan khas Tasikmalaya yang kreatif, inovatif, sehat dan aman. Pada 
akhirnya, keberagaman pilihan dan diversifikasi produk pangan olahan ini dapat meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat. 

Salah satu permasalahan yang sering timbul dalam kegiatan produksi makanan terutama bagi (calon) 
pelaku UMKM adalah dalam proses persiapan, pengolahan, dan pemasaran produk yang belum sesuai dengan 
standar keamanan pangan, bermutu gizi rendah dan belum memilikinya sertifikat izin edar bagi produknya. Hal itu 
dikarenakan tidak semua pengrajin makanan skala rumah tangga memiliki pengetahuan dalam keamanan pangan, 
peningkatan mutu gizi pangan, dan teknis pengajuan izin edar produknya (sertifikat PIRT). Sehingga risiko 
keracunan makanan memungkinkan terjadi karena kurang paham dalam memahami prinsip keamanan pangan 
seperti higiene, sanitasi, dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) serta ketidaknyamanan konsumen 
karena belum adanya label dalam produk pangan skala rumah tangga. Label pangan juga mencerminkan mutu 
gizi pada produk pangan yang diolah. BPOM RI juga melaporkan bahwa 51 persen pangan olahan industri rumah 
tangga memiliki label yang tidak memenuhi ketentuan.7 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan pengetahuan dan kesiapan pelaku UMKM dan 
calon wirausahawan dalam meningkatkan praktik keamanan dan mutu gizi pangan dalam proses produksi 

M 
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makanan melalui pendidikan gizi kolaboratif. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pengrajin makanan untuk 
mendapatkan izin legalitas produk layak edar berupa izin PIRT dari pemerintah melalui pendampingan pengurusan 
surat izin PIRT ke Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (c.q. Badan Pengawas Obat dan Makanan), sehingga 
mereka dapat memiliki sertifikat PIRT yang merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap keselamatan 
konsumen dan keberlangsungan usahanya. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian adalah kuasi eksperimen dengan desain pre-post test. Penelitian dilakukan di kampus 
Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dan rumah produksi pelaku UMKM dan calon wirausahawan pada April-Oktober 
2021. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria subjek penelitian adalah 
pelaku UMKM atau calon wirausahawan yang produk pangannya belum memiliki izin edar berupa Sertifikat 
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Sampel sebanyak 19 orang.  

Intervensi yang diberikan kepada subjek penelitian adalah berupa penyuluhan gizi kolaboratif. Penyuluhan 
gizi kolaboratif dilakukan oleh peneliti bekerjasama dengan dinas kesehatan kota Tasikmalaya dan Loka 
Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kota Tasikmalaya. Penyuluhan gizi berisi materi tentang jenis bahaya 
dan bahan yang dilarang digunakan dalam pangan; pengertian dan regulasi mutu, keamanan, dan gizi pangan; 
kemasan dan label pangan termasuk pencantuman Informasi Nilai Gizi; dan proses pengajuan izin edar produk 
pangan berbasis risiko. Media penyuluhan yang digunakan adalah booklet yang berisi materi hasil penelitian 
sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang peningkatan keamanan dan mutu gizi 
pangan.4,5,6,8,9 Metode yang digunakan dalam penyuluhan gizi kolaboratif ini adalah ceramah dan diskusi dengan 
audio-visual secara luring. 

Pengumpulan data pada penelitian ini langsung dilakukan peneliti dibantu enumerator, yaitu instruktur dan 
mahasiswa minimal semester 4 jurusan gizi. Pada saat pengisian informed consent dan persetujuan setelah 
penjelasan, data karaktersitik subjek penelitian, pre-test, dan post-test dipandu oleh peneliti bersama enumerator. 
Penilaian kuesioner dilakukan oleh peneliti. Intervensi dan evaluasi saat proses penyuluhan gizi kolabortif 
dilakukan oleh peneliti bersama-sama dengan kepala Loka POM di Kota Tasikmalaya dan bagian alat kesehatan 
dan farmasi Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.  

Variabel pengetahuan pre-test dan post-test dianalisis secara analitik menggunakan uji t-test. Sebelum 
dilakukan paired t-test atau uji-t berpasangan, maka dilakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan menggunakan 
uji Kolmogorov Smirnov.10 Uji-t termasuk ke dalam statistik parametrik yang mensyaratkan data berdistribusi 
normal. Uji normalitas data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik komputer.10 

HASIL 

Responden yang ikut serta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjumlah 19 orang. 
Meskipun, sesuai dengan kriteria inklusi yang ditetapkan, jumlah responden yang mengisi pre-test dan post-test 
dengan lengkap berjumlah 18 orang. Sebagian besar responden adalah perempuan yaitu 73,7 persen. Usia 
responden bervariasi dari 19 hingga 54 tahun. Adapun secara lengkap karaktersitik responden yang ikut serta 
dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
 
 

Tabel 1 
Karakteristik responden 

Variabel n 

Jenis Kelamin  

Laki – Laki 5 orang (26,3%) 

Perempuan 14 orang (73,7%) 

Usia  

Maksimal 54 tahun 

Minimal 19 tahun 
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Tabel 2 

Perubahan Pengetahuan Responden Sebelum dan Setelah Penyuluhan 

Pre-test (Rerata + Standar Deviasi) Post-test (Rerata + Standar Deviasi) Nilai p 

5,6+1,8 7,7+1,4 0,000 

 
 
 
 
 

Tabel 3 
Jenis pertanyaan yang dijawab responden 

No. Soal Pertanyaan 
Persentase Jawaban Benar 

Pre-test Post-test Kenaikan 

1 Jenis bahaya dalam pangan 44,4 83,3 38,9 

2 Pengertian Mutu, Keamanan, dan Gizi Pangan 72,2 83,3 11,1 

3 
Jenis bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam 
pangan 

100,0 100,0 0,0 

4 Jenis produk yang harus memiliki izin edar MD 50,0 100,0 50,0 

5 Tempat pendaftaran izin edar MD 55,6 94,4 38,9 

6 Dokumen persyaratan PIRT 55,6 83,3 27,8 

7 Sertifikat penyuluhan keamanan pangan 22,2 33,3 11,1 

8 
Aspek yang ditinjau saat visit ke tempat produksi dalam 
perolehan PIRT/ MD  

38,9 61,1 22,2 

9 Syarat pencantuman Informasi Nilai Gizi 44,4 55,6 11,1 

10 Keuntungan pangan yang memiliki izin edar PIRT/ MD 72,2 72,2 0,0 

 
 
 

Hasil intervensi penyuluhan menunjukkan bahwa terdapat perubahan tingkat pengetahuan peserta 
sebelum (pre-test) dan setelah (post-test) penyuluhan. Tingkat perubahan pengetahuan dapat dilihat pada Tabel 
2. 

Jika dilihat setiap pertanyaan yang diberikan kepada para responden, maka ada beberapa pertanyaan yang 
meningkat secara signifikan dan ada juga pertanyaan yang tidak ada perubahan persen jawaban yang benar 
sebelum dan setelah penyuluhan. Jawaban benar yang tidak berubah sebelum dan setelah penyuluhan adalah 
pertanyaan terkait dengan jenis bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam pangan dan pertanyaan terkait 
dengan keuntungan pangan yang memiliki izin edar. Jenis pertanyaan yang banyak dijawab benar dapat dilihat 
pada Tabel 3. 

BAHASAN 

Penyelenggaraan keamanan pangan di Indonesia sebagai salah satu hak perlindungan masyarakat 
sebagai hak konsumen telah ditelaah oleh peneliti lain.11 Kajian perumusan standar dan keamanan pangan di 
Indonesia juga sudah pernah dilakukan.8 Penyuluhan dan pendidikan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat 
sangat penting dilakukan, termasuk oleh masyarakat dunia. Bahkan pendidikan keamanan pangan ini juga 
dilakukan dan dikembangkan bagi siswa berkebutuhan khusus.12 Di Amerika telah dilakukan analisis berbagai 
aturan tentang regulasi keamanan pangan di setiap negara bagian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
setiap negara bagian memiliki regulasi keamanan pangan yang berbeda, khususnya untuk institusi childcare13. 
Penelitian tersebut juga menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan pendidikan khusus untuk institusi 
childcare. Di Amerika telah dikembangkan kurikulum khusus untuk program studi keamanan pangan untuk 
mencetak professional.14 



Prosiding TIN PERSAGI 2022: 403-412                             Pendidikan Gizi Kolaboratif untuk Meningkatkan . . . . .                    Sumarto, dkk 

 

Update Terkini: Ilmu Gizi, Pangan dan Kesehatan untuk Menunjang Progam Nasional di Bidang Gizi, Kesehatan dan Pariwisata | 407  

Di dalam intervensi penyuluhan yang diberikan kepada kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM) dan calon wirausahawan diberikan pemahaman yang komprehensif tentang keamanan pangan dan mutu 
gizi. Jika dilihat dari pengertian menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa 
Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan 
cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan 
manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk 
dikonsumsi. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan. 
Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, 
mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.6 Maka, 
evaluasi terkait dengan pemahaman peserta dalam penyuluhan ini diukur berdasarkan pengertian-pengertian 
tersebut, sehingga sasaran dapat meningkatkan praktik keamanan dan mutu gizi pangan yang dihasilkannya. 

Keamanan pangan atau dalam istilah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai 
Pengamanan Makanan dan Minuman diatur dalam undang-undang tersebut pada bagian keenam belas pasal 
109-112. Untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman di dalam undang-undang telah dijelaskan 
bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.5 Sehingga, materi tentang izin edar bagi pelaku UMKM dan calon wirausahawan 
yang bergerak di bidang pangan sangat perlu disampaikan. 

Karena pentingnya pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan, di beberapa negera telah 
mengembangkan media pendidikan dan penyuluhan keamanan pangan dengan multimedia berbasis realitas.15 
Meskipun dalam penelitian ini media yang digunakan masih tradisional dengan multimedia penyuluhan seperti 
LCD, laptop, audio speaker, dan handout.  

Penyuluhan gizi yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kolaboratif menunjukkan peningkatan 
pengetahuan peserta yang signifikan. Intervensi pendidikan dalam meningkatkan pengetahuan sasaran telah 
dilakukan terhadap warga desa rawan gempa di Cina.16 Peningkatan pengetahuan akibat dari intervensi 
penyuluhan juga telah dilakukan kepada sasaran di daerah rawan bencana di Kabupaten Tasikmalaya.17 
Penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yang bersifat kolaboratif melibatkan 
pihak lain yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Pendidikan gizi kolaboratif juga 
telah dilakukan di Jepang. Pendidikan gizi tersebut dilakukan bertema keamanan pangan dan gizi terutama dalam 
menghadapi bencana nuklir di Fukusima.18 

Metode penyuluhan gizi ini dilakukan dengan interpersonal. Penyuluhan keamanan pangan yang dilakukan 
oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menunjukkan bahwa metode dengan interpersonal lebih 
efektif dibandingkan dengan hanya membagikan poster ke guru sekolah.19 Penyuluhan gizi yang dilakukan pada 
penelitian ini serupa dengan edukasi gizi tentang pangan jajanan yang diberikan kepada anak sekolah dasar di 
Bogor. Edukasi gizi menghasilkan peningkatan pengetahuan dan sikap sasaran, meskipun peningkatan praktik 
dalam pemilihan jajanan tidak terlalu besar.20 Selain itu, penyuluhan dalam pengembangan pangan lokal produk 
olahan salak Manonjaya juga meningkatkan pengetahuan dan sikap sasaran.21 

Penelitian ini serupa dengan yang dilakukan oleh peneliti lain dengan memberikan penyuluhan tentang 
wirausaha, komunitas, dan pemasaran masa pandemi pada UMKM di Ogan Ilir.22 Metode serupa dalam penelitian 
ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti di Kubu Raya dalam penguatan peran dan posisi UMKM dengan 
kepemilikan izin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Metode penyuluhan ini juga serupa dengan 
penelitian ini yang melibatkan berbagai stakeholder secara kolaboratif diantaranya Dinas Kesehatan Kubu Raya, 
Kalimantan Barat.23 

Penyuluhan keamanan pangan juga telah dilakukan oleh peneliti lain, tetapi dengan sasaran yang berbeda 
yaitu kepada ibu hamil di Desa Sigorengan.24 Metode penyuluhan yang dilakukan pada penelitian tersebut sama 
dengan metode utama penelitian ini, yaitu ceramah dan diskusi. Penyuluhan keamanan pangan dengan sasaran 
berbeda juga telah dilakukan oleh peneliti lain dengan sasaran guru dan penjual jajanan di sekolah di Bandar 
Lampung.25 

Proses pendampingan dalam perolehan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 
sebagai manifestasi dan jaminan keamanan pangan bagi pelaku UMKM pangan dan calon wirausahawan 
dilakukan dengan metode observasi, pengamatan, dan pendampingan. Metode ini juga dilakukan oleh peneliti lain 
dalam penyuluhan hygiene dan sanitasi makanan dan media sosial bagi UMKM penjual makanan di desa Japanan, 
Sukoharjo.26 

Pemahaman tentang praktik keamanan pangan dan mutu gizi sangat penting dimiliki oleh produsen. Di 
Mpumalanga, Afrika Selatan telah dilakukan pengkajian terkait dengan perilaku keamanan pangan bagi manajer 
program pemberian makanan di sekolah. Hasilnya menunjukkan bahwa manajer perlu terus dilakukan pendidikan 
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dan penyuluhan terkait dengan konsistennya dalam melakukan perilaku keamanan pangan dalam menjamin 
produk pangan yang diawasi dan diproduksinya.27 

Program peningkatan mutu dan keamanan pangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) atau Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) telah banyak dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. 
Sebagai salah satu contoh program peningkatan mutu dan keamanan pangan dilakukan di Kabupaten Cianjur. 
Secara umum program ini berjalan dengan baik, akan tetapi masih ditemukan pelaku IRTP yang tidak memiliki izin 
edar berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan pelaku IRTP yang memiliki SPP-
IRT juga tidak semua konsisten menjalankan program keamanan pangan sesuai dengan pedoman Cara 
Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB). Sehingga, di dalam penelitian tersebut memberikan saran bahwa upaya 
penyuluhan tentang keamanan dan mutu pangan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.28 Penelitian ini 
merupakan salah satu bentuk upaya mendukung program pemerintah dalam menciptakan produk pangan yang 
beredar aman, terutama yang diproduksi oleh UMKM. Sehingga, kesehatan konsumen dan masyarakat tercapai 
dengan amannya produk pangan yang beredar di Indonesia. 

Metode yang digunakan dalam penyuluhan gizi kolaboratif ini adalah dengan metode ceramah dan diskusi. 
Penelitian lain dalam pendidikan gizi tentang pengetahuan pemilihan jajanan sehat menunjukkan bahwa metode 
ceramah dan metode komik sama-sama dapat meningkatkan pengetahuan sasaran secara signifikan dan tidak 
ada perbedaan diantara kedua metode tersebut.29 

Jika melihat nilai pre-test pada subjek penelitian menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 5,6+1,8 (Tabel 
2). Bahkan beberapa pertanyaan sudah banyak subjek penelitian yang menjawab dengan benar pada pre-test 
terutama pada pertanyaan tentang jenis bahan berbahaya yang dilarang digunakan di dalam pangan (Tabel 3). 
Faktor pengetahuan awal subjek penelitian yang memengaruhi efektifitas hasil penyuluhan ini juga sesuai dengan 
hasil penelitian lain yaitu tentang pengembangan dan evaluasi pelatihan keamanan pangan pada beberapa 
institusi pendidikan di Amerika. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa institusi, peran instruktur, nilai pre-test, 
dan lingkungan pembelajaran sangat berperan penting dalam efektifitas pendidikan atau penyuluhan tentang 
keamanan pangan.30  

Dari 10 pertanyaan, 2 pertanyaan yang memilki nilai masih rendah adalah tentang Sertifikat Penyuluhan 
Keamanan Pangan (PKP) dan syarat pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING). Pencantuman informasi nilai gizi 
pada produk pangan perlu diperhatikan oleh produsen pangan, termasuk pelaku UMKM. Hal yang perlu 
diperhatikan adalah dilihat dari aspek legal. Di Amerika Serikat legalitas pencantuman klaim dan informasi nilai 
gizi untuk pangan bagi dewasa juga menjadi perhatian.31 

Tiga pertanyaan yang siginifikan meningkat dari sebelum (pre-test) dan setelah (post-test) intervensi 
penyuluhan gizi kolaboratif adalah jenis produk yang harus memiliki izin edar Makanan dari Dalam Negeri (MD) 
dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, tempat pendaftaran izin edar MD, dan jenis bahaya dalam 
pangan. Artinya, materi terkait dengan perizinan dan perolehan izin edar pangan ini signifikan meningkat akibat 
intervensi penyuluhan gizi kolaboratif. Materi terkait dengan perolehan izin edar ini perlu mendapatkan perhatian 
oleh pelaku UMKM olahan pangan sesuai dengan peraturan terbaru.4 

Ada 2 pertanyaan yang tidak berubah jumlah responden yang menjawab benar pre-test dan post-test. 
Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terkait dengan jenis bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam 
pangan dan pertanyaan terkait dengan keuntungan pangan yang memiliki izin edar. Kedua pertanyaan tersebut 
dijawab benar oleh 100 persen dan 72,2 persen responden. Artinya, peserta telah memahami jenis bahan 
berbahaya yang dilarang digunakan terutama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.5,6 Terkait 
dengan keuntungan bagi produsen pangan yang memiliki izin edar produknya sebenarnya nilainya juga sudah 
cukup baik yaitu di atas 70 persen. Untuk menyempurnakan pemahaman responden dan meningkatkan motivasi 
mereka untuk mendapatkan izin edar, maka dilakukan pendampingan dalam perolehan izin edar tersebut sesuai 
dengan pedoman yang dan peraturan yang berlaku dan dikeluarkan oleh BPOM RI.4,32,33 

Saat ini perolehan izin edar produk pangan olahan dibedakan berdasarkan tingkat risiko. Tingkat risiko 
tersebut dilihat dari risiko produk, target konsumen, pencantuman klaim, penggunaan bahan tambahan pangan, 
proses produksi tertentu, dan bahan baku tertentu. Pada prinsipnya izin edar pangan olahan di Indonesia 
diterbitkan oleh BPOM RI dengan mencantumkan nomor izin edar untuk pangan olahan produksi dalam negeri 
berupa tulisan ”BPOM RI MD” dan untuk pangan olahan produksi luar negeri berupa tulisan ”BPOM RI ML”.4 Untuk 
pangan olahan yang diproduksi UMKM atau Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dengan risiko rendah dapat 
memperoleh izin edar dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten (c.q. BPOM RI) berupa Sertifikat Produksi Pangan 
Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).32 Perolehan SPP-IRT oleh UMKM ini telah dibuat pedoman oleh BPOM RI 
untuk menanggapi Undang-Undang tentang Cipta Kerja tahun 2020.33 
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Materi selanjutnya yang dapat diberikan kepada sasaran, pelaku UMKM dan calon wirausahawan adalah 
membuka pasar dengan memanfaatkan media digital seperti yang telah dilakukan oleh peneliti lain.34 Selain itu, 
di era berbagai peraturan perundang-undangan yang baru yang sangat mendukung perkembangan dan kemajuan 
UMKM di Indonesia, para pelaku UMKM dan calon wirausahawan juga perlu diberikan penyuluhan tentang aspek 
legal dan pendaftaran UMKM secara elektronik. Kegiatan ini seperti yang telah dilakukan oleh peneliti lain dalam 
memberikan penyuluhan hukum tentang pendaftaran izin usaha mikro kecil di kota Semarang melalui Online 
Single Submission (OSS).35 Peneliti lain telah melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan 
dengan UMKM untuk mewujudkan perekonomian masyarakat yang memiliki peran strategis.36 

Selain itu, materi penyuluhan lanjutan yang dapat diberikan kepada sasaran pelaku UMKM dan calon 
wirausahawan pangan setelah mendapat izin edar adalah materi tentang perolehan sertifikasi halal. Kegiatan 
pendampingan perolehan sertifikat halal bagi pelaku UMKM pangan telah dilakukan peneliti lain di kabupaten 
Malang37 dan Jawa Barat.38 Upaya peningkatan praktik keamanan pangan dan mutu gizi bagi pelaku UMKM dan 
calon wirausahawan khususnya di kota Tasikmalaya harus terus dilakukan dengan skala yang lebih besar. 
Kegiatan tersebut adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan kota kuliner yang sehat, aman, dan halal (SAH).39 

SIMPULAN 

Hasil pendidikan gizi kolaboratif yang dilakukan bersama institusi pendidikan, pemerintah pusat (Loka POM 
di Tasikmalaya), pemerintah daerah (Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya) menunjukkan adanya peningkatan 
pengetahuan subjek penelitian tentang keamanan dan mutu gizi pangan secara signifikan. Hasil pengukuran 
pengetahuan sebelum dilakukan pendidikan (pre-test) adalah 5,6+1,8. Setelah penyuluhan (post-test) hasilnya 
menjadi 7,7+1,4. Tiga dari 10 pertanyaan yang secara signifikan meningkat adalah tentang jenis produk yang 
harus memiliki izin edar MD, tempat pendaftaran izin edar MD, dan jenis bahaya dalam pangan. 

SARAN 

Perlu adanya tindaklanjut program ini secara berkelanjutan dengan memanfaatkan perjanjian Kerjasama 
antara Poltekkes Tasikmalaya dan Loka POM di Kota Tasikmalaya. Tindaklanjut segera yang dapat dilakukan 
adalah pendampingan perolehan izin edar kepada pelaku UMKM dan calon wirausahawan makanan. Tindaklanjut 
dapat dilakukan pada skala yang lebih besar untuk semua pelaku UMKM olahan pangan/ kuliner di kota 
Tasikmalaya atau Priangan Timur. Kegiatan bersama antara Poltekkes Tasikmalaya, Loka POM di Kota 
Tasikmalaya, dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya seperti ini harus terus dikembangkan agar dapat dirasakan 
manfaatnya kepada khalayak yang lebih besar menuju Kota Tasikmalaya menjadi Kota Kuliner yang SAH (Sehat, 
Aman, dan Halal). 
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